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Menimbang :

Mengingat

Mecenelapkan :

FRESIHDEN
REPUBLIIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONLSIA
"~ NOMOR 153 TAHUN 1999
TENTANG
BADAN INTORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONLSIA,

buhwa dalam rangka pelaksanaan tugas FPemerintah di bidang
informasi dan komunikasi, dipandang perlu  membentuk Badan

Informasi dan Komunikasi Nasional dengan Keputusan Presiden;

1. Fasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenlang Pemerintahan
Dacral  (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Kepujusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 lentang Yokok-pokok

Organisasi Lembaga Pemerintalh Non Departemen:
4 ¥ ;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  PRESIDEN  TENTANG  BADAN  INFORMASI DAN
KOMUNIKASI NASIONAL,

BAB 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS!

Pasal 1

(I} Badan Informasi dan Komunikasi Nasional adalah Lembaga
Pemerintah Non Depavtemen yang bevkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada FPresiden yang dalam
pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri

Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

(2) Badan ...
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(2)  Badan Informasi dan Komunikasi Nasional dipimpin oleh seorang

Kepala.

Pasal 2

Badan Informasi dan  Komunikasi Nasional mempunyat tugas
melaksanakan tugas vinum pemerinlahan dan pembangunan di bidang
pelayanan informasi dan komunikasi nasional sesuai dengan peraturan

petundang-undangan yang berlaku.

Fasal 3
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Badan Informasi dan Komunikasi Nasional menyelenggavalan fungsi

a. penetapan  kebijakan di  bidang pelayanan  informasi  dan
komunikasi nasional sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh

Presiden;
b. pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakaf;

¢. pemantauan lerhadap lembaga pemeriniah dan masyarakat di

bidang pelayanan informasi dan komunikasi nasional;-

d. pengkoordinasian kegiatan di ingkungan Badan Informasi dan

Komunikasi Nasional,

¢. pengelolaan suriber daya bagi terlaksananya tugas Badan Informasi

dan Komunikasi Nasional secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAD 11
ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan QOrganisasi
Fasal 4
Badan Informasi dan Komunikasi Nasional lerdiri dari :

a. Kepala,

f

) | b. Sekrelariat ...
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Sekretariat Utanma;

Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Informasi dan

Komunikasi;
Deputi Bidang Pelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman,;

Deputi Bidang Pelayanan Informasi Media Cetak dan Maedia

Tradisional,

Inspeklorat Utama.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 5

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Presiden.

Pasal 6

Kepala mempunyai lugas :

a.

b.

memimpin Badan Informasi dan Komunikasi Nasional dalam
pelaksanaan lugas yang tclah ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah;

menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang

pclayanan informasi dan komunikasi nasional;

menclapkan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi dan
komunikasi nasional yang menjadi tanggung Jawabnya sesuai

dengan kebijakan umum yang ditetapkan cleh Presiden;

melaksanakan kegjn sama dengan instansi dan organisasi lain yang

menyangkul bidang pelayanan informasi dan komunikasi nasional.

Bagian . .
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Bagian Keliga
Sekretarial Utama

I'asal 7

(1) Sekrétariat Utama adalah unsur pebantu  pimpinan  Badan
Informasi dan Komunikasi Nasional yang berada di bawah dan

bertanggung jawab Jangsung kepada Kepala.

(2) Sckretariat Utama dipimpmn olch scorang Sckretaris Utama.

Pasal 8

Sckretaviat  Utama mempunyat  fugas  mengkoordinasikan  dan
menyeclenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada

selurult unit di lingkungan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional.

Pasal 9

Dalam melaksannkan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

Sckrelarint Utama menyclenggarakan fungsi :

n. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi  kegiatan  di
lingkungan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional,
<« b

b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan tekanis

Badan Informasi dan Komunikasi Nasional,

¢. pembinaan dan pelayanan administrasi kctalausaliaan, organisasi,
tala laksana, kepegawaian, kcuangan, perlengkapan dan rumah

tangga Badan Informasi dan Komunikasi Nasional;

d. pembinaan  pendidikan dan  pelatihan  di lingkungan Badan

Informasi dan Komunikasi Nasional;

c. pengkoordinasian penyusunan  peraluran  perundang-undangan

yang berkaitan dengan tugas Badan Informasi dan Komunikasi

Nasional;

f. pengkoordinasian ...
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f. pengkoordinasian penyusunan faporan  Badan Informast dan

Komunikasi Nasional.

Bagian Keempal
Deputi Bidang Tengkajian dan Fengembangan
Informasi dan Komunikasi
Pasal 10

Depuli  Didang l_‘cngkujian dan  Pengembangan Informasi  dan
Komunikasi adalah unsur pelaksana sebagian lugas dan fungst Badan
Informasi dan Komunikasi Nasional di bidang pengkajian dan

pengembatigan informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 11

Deputi  bidang Pengkajian  dan Fengembangan Informasi  dan
Komunikasi mempunyal tugas mcenyelenggarakan pengkajian dan

pengembangan informasi dan komunikasi,

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Tasal 11,
Depuli  Bidang FPengkajian dan Pengembangan Informasi dan

Komynikasi menyclenggarakan fungsi:

a. perumusan  kebijakan tcknis di  bidang  pengkajian  dan

pengetubangan informasi dan konmunikasi;
b. pemantauan, pengumpulu, dan pengelolaan dala dan informasi;

c. penyclenggaraan peneliian  dan  pengembangan pelayanan

informast,

d. penyelenggaraan ...
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d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sistem informasi

dan komunikasi;

e. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

pengKajinn dan pengembangan informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima
Depulti Bidang Felayanan informasi Mcdia Daru

dan Perfilman
Pasal 13

Deputi Bidang l’elajmmn Informasi Media Baru dan Perfilman adalah
unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Informasi dan
Komunikasi Nasional di bidang pclayanan informasi media baru dan
perfilman yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala.

Pasal 14

Depuli Bidang Telayanan Informasi Media Daru dan Ferfilinan
mempunyai tugas menberikan pelayanan informasi media baru dan

perfilman.

Pasal 15

Dalam melnksanakan lugas sebagaimana cdimaksud dalam Pasal 14,
Deputi Bidang FPelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman

menyclenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi media

baru dan perfilman;
b. pelayanan informasi melalui media baru;

c. pelayanan informasi melalui perfiliman;

d. pengendalian ...
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pengendalian terhadap pelaksanaan kebyakan teknis di bidang

pelayanan informasi media baru dan perftiman,

Bagian Keenam

Deputi Bidang Pelayanan Infomasi Media Cetak

dan Media Tradisional
Pasal 16

Deputi Bidang Pelayanan Informasi Media Cetak dan Media Tradisiona]
adalah unsur pelaksana sebaginn tugas dan fungsi Badan Informasi dan
Komunikasi Nasional dj bidang pclnyunnn informasi melalui media

cclak dan medin tradisional, yang bevada di bawah dan bertanggung

Jawab langsung kepnda Kepala.

Pasal 17

Deputi Bidang Pelayanan Informasi Media Cetak dan Media Tradisionaf
mempunyat tugas memberikan pelayanan- informasi melalui media

celak dan media tradisional.

' FPasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Deputi Bidang Pelayanan lnformam Media Cetak dan Media Tradisional

mcnyc[cnggamkan fungsi :

A, perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan informas; melalui

media cetak dan media tradisional;
b. pelayanan informasi melalui media pers dan grafika;
c. pelayanan informasi melalu; publikasi,

d. pelayanan informasi melalui media tradisional;

i e. pelayanan ...
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c¢. pelayanan imformasi wilayah dan luar negeri;

{. pengendalian terhadap  kebijakan teknis di bidang pelayanan

informas{ melalut media celak dan media tradisional.

Bagian Ketujuh
Inspektoral Utama
Fasal 19
Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan di lingkungan Badan

Informasi dan Komunikasi Nasional yang berada di bawah dan

bertanggung jawalb langsung kepada Kepala.

Pasal 20

Inspeklorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan
atas pelaksanaan lugas semua unsur di lingkungan Badan Informasi

dan Komunikasi Nasional.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

Inspektorat Ulama menycelenggarakan fungsi :

a. pemeriksaan administrasi umum dan keuangan serta pelaksanaan

proycek;

b. pengevaluasian atas laporan hasil  pemeriksaan pelaksanaan

kcgiatan;

O

pengusulan kebenaran laporan, pengaduan atas penyimpangan dan

penyalahgunaan;

d. pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.

BABIII ...
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. DAB Il
KLEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMDLERHENTIAN
Pasal 22
(1) Kepala adalah jabstan esclon la.

(2) Sekretaris Utama, Deputi dan Inspektur Utama adalah jabatan

(,, eselon In, atau serendah-rendahnya eselon b,

Pasal 23
[ (1) Kepala diangkat dan diberhenlikan oleh Presiden.

(2) Sekretaris Utama, Depuli dan Inspeklur Utama diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

(3) Pejabat Ininnya diangkat dan diberhentikan olch Kepala.

. BAB 1V

PLMBIAYAAN |

Pasal 24

Segala pembiayaan yang diperlukan uniuk  pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Informasi dan Komunikasi Nasional dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

BAB V ...
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| BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dengan ditctapkannya Keputusan Fresiden ini, seluruh asct dan
personil cks Deparlemen Fencrangan Tingkal Pusat dialihkan
kepada Badan Informasi dan Komunikasi Nasional, kecuali asel
dan personil Direktoral Televisi, TVRI Stasiun Pusat Jakarta, Balai
Pendidikan dan Felatihan Televisi Jakarta, Direkiorat Radio,
Slasiun  Radio Republik Indonesia Nasional Jakarta, Balai
Pendidikan dan Pelalihan Radio Jakarta, Balai Elektronika dan

Laboratorium Radio Jakavla, dan Mainfenance Cetfer Jakaria.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun
1939 tentang Iemerintahan  Dacrah, eks inslansi  vertikal
Dcpartcmen Penerangan termasuk  scluruh aset dan personilnya
dialihkan menjadi Perangkat/Dinas Daerah Propinsi, Kabupaten/
Kola, kecuali TVRI Stasiun Daerah, TVRI Stasiun Produksi, TVRI
Sektor dan Saluan Transmisi, Slasiun Radio Republik Indonesia
Regional | dan I, Multimedia Training Center Yogyakarta, serta

Maintenance Cenfer Medan dan Ujung Pandang.

BAB VI
KLTENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan lala kerja DBadan

Informasi dan Komunikasi Nasional diletapkan oleh Kepala sclelah

ferlebih dahulu ‘mendapat perselujuan tertulis dari Menteri yang

berlanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 27 ...
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Pasal 27

Keputusan Presiden ini mulai berlaku langgal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarla
pada tanggal 7 Desember 1999

. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET R
Kepala Biro Peraturan

Pesyndang-undangan |,

V. Nahattapds




